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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini 

adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-

kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata 

Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 

terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai 

berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam translitersi itu 

sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan 

tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.  

Huruf Nama Huruf 

Latin 

Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 Bā b Be ب

 Tā t Te ت

 Śā ś S (dengan titik diatasnya) ث

 Jīm j Je ج

 Hā ḥ H (dengan titik di bawahnya) ح

 Khā kh Ka dan Ha خ

 Dal d Da د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atasnya) ذ

 Rā r Er ر
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 Zai z Zet ز

 Sīn s Es س

 Syīn sy Es dan Ya ش

 Şād Ṣ Es (dengan titik dibawahnya) ص
 

 Dād Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ta Ṭ Te (dengan titik dibawahnya) ط

 Zā Ẓ Zet (dengan titik dibawahnya) ظ

 Ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fā f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mīm m Em م

 Nūn n En ن

 Wāwu w We و

 Hā h Ha ه

 ء

Hamzah ′ 

apostrof, tetapi lambang ini tidak   

dipergunakan   untuk 

hamzah di awal kata 

 Yā y Ya ي



 

vii 

 

2. Ta Marbutah 

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis mar’atun jamilah      مر اة جميلة    

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh : 

فاطمة                  ditulis Fatimah 

 

3. Syaddad (tasydid geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dnegan 

huruf yang diberi tanda syaddad  tersebut. 

Contoh 

ربنا              ditulis             rabbana 

البر              ditulis             al-birr 

 

4. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf 

syamsiyah”ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ 

diganti dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh: 

شمسال  Ditulis Asy-syamsu 

 Ditulis ar-rojulu الرجل

 Ditulis As-sayyidah السيدة

 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf 

qomariyah”ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ 

diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sempang 

Contoh : 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 a =ا  a =ا

 i =ي ai =ا ي i =ا

 u =او au =او u =ا
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 Ditulis al-qamar القمر

 Ditulis al-badi البديع

 Ditulis al-jalal الجلال
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rendahkanlah hatimu dengan diiringi dzikir kepada Allah, maka 

Allah akan mempermudah segala urusanmu” 
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ABSTRAK 

Ulfa Hidayatun Ningsih. 2025. Implementasi Undang-Undang No 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan di 

Kabupaten Pemalang dalam perspektif Maqashid As-Syari’ah. 

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I. 

Fenomena kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun telah terdapat 

Undang-Undang Perlindungan Anak, realisasi di lapangan masih 

menghadapi berbagai tantangan struktural dan budaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana 

implementasi dan nilai manfaat Undang-Undang Perlindungan Anak 

dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten 

Pemalang; dan (2) Bagaimana keselarasan implementasi Undang-

Undang tersebut jika ditinjau dari perspektif Maqashid As-Syari’ah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang 

mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-

Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang belum efektif dalam 

menekan angka kekerasan anak. Hambatan utama terletak pada 

lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, 

serta belum ada pengimplementasian kebijakan dengan nilai-nilai lokal. 

Dalam perspektif Maqashid As-Syari’ah, pelaksanaan perlindungan 

anak belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Hifzh an-Nafs (jiwa), 

Hifzh an-Nasl (keturunan), Hifzh al-‘Aql (akal), Hifzh ad-Din (agama), 

dan Hifzh al-Mal (harta). Oleh karena itu, diperlukan integrasi 

pendekatan maqashid dalam program perlindungan anak yang lebih 

edukatif, partisipatif, dan kontekstual dengan budaya masyarakat 

setempat. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Implementasi Kebijakan, Maqashid 

As-Syari’ah, Kekerasan Anak. 
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ABSTRACT 

Ulfa Hidayatun Ningsih. 2025. Implementation of Law No 35 of 2014 

concerning Protection against Child Violence Cases in Pemalang 

Regency from the perspective of Maqashid As-Syari’ah. Thesis, 

Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. 

Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. 

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I. 

The phenomenon of violence against children in Pemalang 

Regency has been increasing year after year. Despite the existence of the 

Child Protection Law, its implementation in the field still faces various 

structural and cultural challenges. This study aims to answer the 

following research questions: (1) How is the implementation and value 

of the Child Protection Law in reducing the incidence of violence against 

children in Pemalang Regency? And (2) How is the implementation of 

the Law aligned with the Maqasid al-Syari'ah (Islamic Principles) 

perspective. 

This study employed an empirical research method with a 

descriptive qualitative approach. Data collection techniques included 

observation, interviews, and documentation. Data analysis employed the 

Miles and Huberman interactive model, which encompasses data 

reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was 

tested through triangulation of sources and techniques. 

The results indicate that the implementation of the Child 

Protection Law in Pemalang Regency has not been effective in reducing 

the incidence of violence against children. The main obstacles lie in weak 

communication, limited human resources and budget, and the lack of 

policy implementation based on local values. From the perspective of 

Maqashid As-Syari’ah, the implementation of child protection has not 

fully fulfilled the principles of Hifzh an-Nafs (soul), Hifzh an-Nasl 

(offspring), Hifzh al-‘Aql (reason), Hifzh ad-Din (religion), and Hifzh al-

Mal (wealth). Therefore, it is necessary to integrate the maqashid 

approach in child protection programs that are more educational, 

participatory, and contextual to the local culture. 

 

Keywords: Child Protection, Policy Implementation, Maqashid As-

Syari’ah, Child Abuse. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan pewaris bangsa yang memiliki potensi 

besar dalam kehidupan di masa yang akan datang. Namun, 

mereka juga merupakan kelompok rentan yang rentan terhadap 

berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. 

Perlindungan hukum bagi anak-anak menjadi sangat penting 

untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang di 

tempat yang kondusif serta mendukung. Di Indonesia, tingkat 

kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi, terutama di daerah-

daerah tertentu seperti Kabupaten Pemalang, yang membutuhkan 

keterlibatan penuh dari semua elemen, termasuk pemerintah, 

masyarakat, maupun orang tua. Hal ini menunjukkan urgensi 

perlindungan anak sebagai langkah preventif untuk mencegah 

terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga mereka dapat 

terhindar dari dampak psikologis yang berkepanjangan.1 

Hak-hak anak terjamin lewat berbagai undang-undang, 

baik di dalam negeri maupun secara global. Sebagai contoh, 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

yang meregulasi secara komprehensif hak-hak anak di Indonesia. 

Selain itu, Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB di tahun 

1989 juga menjadi pijakan utama dalam rangka menjaga hak-hak 

anak seluruh dunia. Regulasi-regulasi ini merupakan upaya untuk 

menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak-anak, agar 

mereka dapat hidup dengan bebas dari kekerasan dan 

mendapatkan perhatian serta perlindungan yang layak.2 

Menurut perspektif Maqashid As-Syari’ah, perlindungan 

hak anak sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk 

menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia secara 

                                                           
1 Yuniar Dwi Astuti. 2021. Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Masa 

Tumbuh. Jakarta: Penerbit Alfabeta.. 
2 Rahmat Hidayat. 2022. Hak Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia. 

Bandung: Penerbit Refika Aditama. 
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keseluruhan. Maqashid syariah menekankan pada perlunya 

melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya 

sangat relevan dengan kebutuhan akan perlindungan anak. 

Penerapan hak-hak anak bukan cuma merupakan kewajiban 

hukum, tapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi setiap 

individu yang percaya, untuk memastikan bahwa hak-hak anak 

dilindungi dan terjamin dari berbagai ancaman yang mungkin 

muncul.3 

Fakta kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang 

menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti data 

yang diperoleh dari Dinsos-KBPP Kabupaten Pemalang. 

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh UPTD PPA 

Kabupaten Pemalang, hingga periode Januari hingga April tahun 

2025, tercatat terdapat 23 kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak. Dari jumlah tersebut, 8 kasus melibatkan perempuan 

dan 15 kasus melibatkan anak-anak sebagai korban. Secara 

keseluruhan, terdapat 26 korban dari 23 kasus yang tercatat 

Table 1.1 

Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kab. Pemalang 

 

JUMLAH KASUS PEREMPUAN ANAK JUMLAH KORBAN DEWASA ANAK 

23 8 15 26 

9 17 

L P L P 

0 9 4 13 

Sumber: UPTD PPA DINSOS KBPP Kabupaten Pemalang, Tahun 2024. 

 

Tabel diatas, Rincian jumlah korban berdasarkan 

kelompok usia menunjukkan bahwa terdapat 9 korban dewasa, 

dan 17 korban anak-anak. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis 

kelamin, korban dewasa terdiri dari 9 perempuan dan 0 laki-laki, 

sementara korban anak-anak terdiri dari 4 laki-laki dan 13 

perempuan. 

                                                           
3 Abdul Rahman Al-Baghdadi. 2023. Maqashid Syariah: Teori dan Praktik. 

Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 
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Urgensi perlindungan anak di Kabupaten Pemalang tidak 

boleh dianggap remeh, mengingat dampak jangka panjang yang 

dapat ditimbulkan akibat kekerasan yang dialami anak-anak. 

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan kuratif perlu 

dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai stakeholder, 

termasuk pemerintah, lembaga bantuan hukum  (LBH), dan 

masyarakat secara umum, untuk menangani masalah ini dan 

memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang 

mereka butuhkan.4 

Konteks perlindungan anak di Kabupaten Pemalang, 

terdapat kesenjangan yang signifikan antara “Das Sein” 

(realitas) dan “Das Sollen” (harapan). Realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan terhadap 

anak mencerminkan bahwa perlindungan hak anak di daerah ini 

belum optimal. Meskipun telah ada sejumlah peraturan dan 

regulasi yang dirancang untuk melindungi anak, diterapkannya 

regulasi tersebut sering kali tidak sejalan dengan harapan 

masyarakatbisa mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada, 

meskipun bersifat formal, belum mampu menanggulangi 

masalah kekerasan anak secara efektif. di sisi lain, Das Sollen 

menggambarkan harapan bahwa regulasi yang ada seharusnya 

mampu menyuguhkan perlindungan dengan efektif sejalan 

dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip Maqashid As-

Syari’ah. Dalam framework maqashid syariah, perlindungan 

anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga 

mencakup dimensi moral dan sosial. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam maqashid syariah, seperti hifzh an-nafs (perlindungan 

jiwa) dan hifzh an-nasl (perlindungan keturunan), seharusnya 

menjadi dorongan bagi masyarakat dan pemerintah untuk serius 

dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukuman yang 

                                                           
4 Rina Sukmawati. 2023. Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia: Fakta dan 

Solusi. Bandung: Penerbit Peduli Anak. 
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berbasis pada syariah, diharapkan perlindungan anak bisa lebih 

efektif dan menjamin kesejahteraan serta masa depan yang lebih 

baik bagi mereka.5 

Memahami kesenjangan ini, penting bagi semua pihak 

untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat guna 

memfasilitasi implementasi regulasi yang ada agar dapat 

berfungsi dengan baik. Ini menjadi tantangan besar, namun 

sangat mungkin dicapai jika semua stakeholder berkomitmen 

untuk memberikan perlindungan yang maksimal untuk anak-

anak, Sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat 

kita.6 

Kerangka analisis Maqashid As-Syariah, perlindungan 

hak anak sangat penting untuk dijadikan fokus. Konsep hifzh an-

nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh an-nasl (perlindungan 

keturunan) menekankan pentingnya menjaga anak dari berbagai 

bentuk kekerasan dan ancaman yang dapat merusak pertumbuhan 

mereka. Hifzh an-nafs menuntut kita untuk menjaga jiwa anak-

anak agar tidak berada dalam bahaya, sementara hifzh an-nasl 

mengharuskan kita melindungi keturunan sebagai generasi 

penerus bangsa. Dua konsep ini saling berkaitan dan 

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya 

isu hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral dan 

etika dalam masyarakat.7 

Perlindungan anak dapat dikaji dalam konteks tujuan 

syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi 

umat. Dalam pandangan Islam, anak-anak memiliki hak untuk 

memperoleh pertumbuhan di dalam li ngkungan yang nyaman 

dan kondusif, bebas dari kekerasan, dan mendapat pendidikan 

yang layak. Kemaslahatan tidak hanya terkait dengan keamanan 

                                                           
5 Ahmad Arifin. 2024. Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak. 

Yogyakarta: Penerbit Insani. 
6 Siti Nurhaliza. 2024. Transformasi Kebijakan Perlindungan Anak. Jakarta: 

Penerbit Bina Insani. 
7 Rahmat Hidayah. 2023. Dasar-Dasar Maqashid Syariah dalam 

Perlindungan Anak. Bandung: Penerbit Kesuma. 
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fisik anak, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan 

spiritual mereka. Perlindungan yang baik terhadap anak 

berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sehat dan 

produktif di masa depan.8  

Mengadopsi prinsip-prinsip maqashid syariah, kita dapat 

mencari pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam 

menangani isu perlindungan anak. Hal ini menjadi penting untuk 

mendorong kesadaran kolektif di antara masyarakat, khususnya 

dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif 

bagi tumbuh kembang anak-anak. Implementasi nilai-nilai ini 

diharapkan dapat menutup kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan, serta memperkuat upaya perlindungan kepada anak-

anak di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.9 

Meskipun  kebijakan perlindungan anak telah diatur 

dalam berbagai regulasi, masih terdapat berbagai kendala dalam 

implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada 

payung hukum yang mendukung perlindungan anak, kenyataan 

di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Salah satu 

permasalahan utama adalah kurangnya sosialisasi dan 

pemahaman di kalangan masyarakat tentang hak-hak anak dan 

cara-cara pencegahan kekerasan. Banyak orang tua dan anggota 

masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya 

perlindungan anak, sehingga sikap dan perilaku mereka 

terkadang masih mencerminkan cara pandang yang merugikan 

anak. 

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut 

mempengaruhi efektivitas perlindungan anak. Di bawah kondisi 

sosial ekonomi yang sulit, misalnya, keluarga-keluarga 

seringkali menghadapi tekanan yang membuat mereka kurang 

mampu memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak 

mereka. Hal ini sering memicu stres dan masalah dalam 

                                                           
8 Zainab Huda. 2024. Kemaslahatan dalam Perspektif Maqashid Syariah. 

Jakarta: Penerbit Mutiara Hati. 
9 Insani Aulia. 2023. Maqashid Syariah dan Tanggung Jawab Sosial. 

Yogyakarta: Penerbit Cinta Anak. 
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hubungan antaranggota keluarga, yang bisa berujung pada 

kekerasan terhadap anak. Selain itu, budaya lokal yang masih 

menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak juga menjadi 

penghalang besar bagi perlindungan anak. Untuk menciptakan 

lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, 

penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara-cara 

pendidikannya yang lebih positif dan konstruktif.10 

Menghadapi permasalahan ini, dibutuhkan kerjasama 

yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan 

masyarakat luas. Pendekatan berbasis komunitas yang 

melibatkan semua elemen masyarakat dapat membantu 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan 

mendorong tindakan kolektif untuk menangani isu ini. Tanpa 

kesadaran dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, 

kebijakan perlindungan anak tidak akan berhasil secara efektif.11 

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, peneliti 

merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini 

“Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan di 

Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Maqashid As-

Syari’ah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi dan nilai manfaat Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk 

pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten 

Pemalang ? 

2. Bagaimana implementasi Undang-Undang perlindungan 

anak di Kabupaten Pemalang jika ditinjau dari Maqashid As-

Syari’ah ? 

                                                           
10 Siti Fatimah. 2022. Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap 

Perlindungan Anak. Jakarta: Penerbit Bina Insani. 
11 Rahman Hidayat. 2023. Perlindungan Anak dalam Konteks Budaya 

Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Lintas Media. 

 



 

 

7 

 

 

C. Tujuan Masalah  

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dan nilai 

manfaat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak untuk pengurangan angka kekerasan 

terhadap anak di Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-

Undang perlindungan anak di Kabupaten Pemalang jika 

ditinjau dari Maqashid As-Syari’ah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini bisa diurai sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi baru, 

terutama dalam perspektif Maqashid As-Syari’ah.terkait 

perlindungan anak yang jadi korban kekerasan. 

b. Penelitian ini diinginkan dapat memacu para mahasiswa 

dalam mengkaji teori hukum Islam, khususnya yang 

berkaitan dengan Maqashid As-Syari’ah dan perlindungan 

anak yang mengalami kekerasan. 

c. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumbangan bagi UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta menjadi 

referensi tambahan yang relevan dengan kajian maqashid 

syariah dalam perlindungan anak korban kekerasan. 

d. Dari sisi akademis, penelitian ini berguna untuk 

memperluas pengetahuan dan wawasan ilmiah bagi siapa 

saja yang membacanya. 

e. Kegunaan Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

masukan dan informasi berguna bagi masyarakat serta 

pembaca mengenai langkah-langkah perlindungan anak.  

b. Selain itu, hasil penelitian ini diharap dapat menjadi 

referensi yang bermanfaat untuk praktisi hukum, agar 

mereka memahami ajaran dan pandangan masyarakat 

tentang perlindungan anak yang jadi korban kekerasan, 

sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang isu ini. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III)  

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan 

oleh George C. Edwards III memberikan kerangka kerja yang 

berguna untuk memahami bagaimana kebijakan, termasuk 

kebijakan perlindungan anak, diterapkan di lapangan. 

Menurut Edwards, implementasi kebijakan melibatkan tiga 

elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, dan 

kecocokan antara kebijakan dan kepentingan publik. Ketiga 

elemen ini saling berinteraksi dan sangat menentukan 

efektivitas implementasi kebijakan yang ditujukan untuk 

perlindungan anak. 

Pada aspek komunikasi, penting untuk memastikan 

bahwa semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan 

prosedur dari kebijakan perlindungan anak. Penyuluhan dan 

sosialisasi yang baik kepada masyarakat, orang tua, dan para 

pendidik sangat diperlukan agar mereka tahu tentang hak-hak 

anak dan langkah-langkah pencegahan kekerasan. Jika 

komunikasi tidak efektif, maka kebijakan tersebut tidak akan 

tercapai sesuai harapan. Misalnya, banyak masyarakat yang 

belum memahami Undang-Undang Perlindungan Anak serta 

implikasinya, yang menyebabkan ketidaktahuan dalam 

menjalankan tanggung jawab mereka.12 

Kecocokan antara kebijakan yang ada dan 

kepentingan publik juga berperan penting dalam suksesnya 

implementasi kebijakan. Kebijakan perlindungan anak perlu 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat. 

Jika kebijakan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap kebijakan 

tersebut akan rendah. Oleh karena itu, evaluasi dan 

penyesuaian kebijakan secara berkala sangat penting dalam 

upaya perlindungan anak. Hal ini juga dianggap sebagai 

                                                           
12 Edwards, G. C. III 2022. Implementing Public Policy: A Guide to Policy 

Success. New York: Routledge. 
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langkah strategis untuk mencapai tujuan akhir dari 

perlindungan anak, yaitu menciptakan lingkungan yang aman 

dan mendukung bagi pertumbuhan anak. 

Selanjutnya, sumber daya juga menjadi aspek krusial 

dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. 

Ketersediaan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang 

memadai sangat menentukan seberapa efektif kebijakan 

dapat dijalankan. Dalam konteks perlindungan anak di 

Kabupaten Pemalang, kurangnya sumber daya, baik finansial 

maupun personel, dapat menghambat upaya perlindungan 

anak. Tanpa dukungan yang cukup dari pemerintah dan 

masyarakat, kebijakan perlindungan anak tidak akan dapat 

berjalan optimal.13 

Kecocokan antara kebijakan yang ada dan 

kepentingan publik juga berperan penting dalam suksesnya 

implementasi kebijakan. Kebijakan perlindungan anak perlu 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat. 

Jika kebijakan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap kebijakan 

tersebut akan rendah. Oleh karena itu, evaluasi dan 

penyesuaian kebijakan secara berkala sangat penting dalam 

upaya perlindungan anak. Hal ini juga dianggap sebagai 

langkah strategis untuk mencapai tujuan akhir dari 

perlindungan anak, yaitu menciptakan lingkungan yang aman 

dan mendukung bagi pertumbuhan anak.14 

Dengan menerapkan Teori Implementasi Kebijakan 

dari George C. Edwards III, para pengambil kebijakan dan 

pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

                                                           
13 Mardiyah, L. 2023. Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Kebijakan 

Perlindungan Anak. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen, 4(2), 80-95. 
14 Siti Fitria, R. 2024. Kesesuaian Kebijakan Perlindungan Anak dengan 

Kebutuhan Masyarakat: Tinjauan Teori Edwards. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 33-

49. 
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efektivitas kebijakan perlindungan anak. Pendekatan 

sistematik ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan 

yang signifikan dalam perlindungan terhadap anak-anak 

Indonesia, khususnya di kabupaten Pemalang. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana 

norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai 

dengan tujuannya dalam masyarakat. Dalam konteks 

perlindungan anak di Kabupaten Pemalang, efektivitas 

hukum berkaitan erat dengan sejauh mana Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan regulasi daerah dapat diterapkan 

secara konkret, sehingga mampu memberikan perlindungan 

nyata bagi anak dari kekerasan fisik, seksual, dan eksploitasi 

lainnya. Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi hukum tidak hanya tergantung 

pada isi aturan (legal substance), tetapi juga pada penegak 

hukum (legal structure), dan budaya hukum masyarakat 

(legal culture). Ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam 

menentukan apakah hukum tersebut mampu mencapai tujuan 

sosialnya, yakni melindungi hak anak secara menyeluruh.15 

Implementasinya masih ditemukan kesenjangan yang 

cukup besar antara substansi hukum yang ideal dan realitas 

di lapangan. Misalnya, meskipun terdapat perangkat hukum 

daerah seperti Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Layak Anak, namun praktiknya masih belum mampu 

menurunkan angka kekerasan secara signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa aspek struktur hukum seperti lembaga 

pelaksana (UPTD PPA, PUSPAGA) belum berjalan optimal 

karena keterbatasan sumber daya, serta belum adanya sistem 

evaluasi hukum yang sistematis. Menurut Soerjono 

Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh lima 

faktor utama, yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, 

                                                           
15 Nurjaya, I. N. (2013). Sosiologi Hukum: Konsep dan Implementasinya 

dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Malang: Setara Press 
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sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.16 Dalam 

konteks Pemalang, lemahnya pelibatan masyarakat dan 

rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor penghambat 

dominan dalam menciptakan perlindungan anak yang efektif. 

Faktor budaya hukum masyarakat menjadi tantangan 

tersendiri dalam mewujudkan efektivitas hukum 

perlindungan anak. Masih kuatnya budaya patriarki dan 

anggapan kekerasan sebagai cara mendidik anak telah 

menyebabkan hukum perlindungan anak kurang mendapat 

dukungan sosial yang kuat. Lawrence M. Friedman 

menekankan bahwa apabila budaya hukum tidak selaras 

dengan nilai-nilai yang dikandung dalam hukum formal, 

maka implementasi hukum akan mengalami resistensi dan 

bahkan kegagalan.17 Oleh karena itu, dalam rangka 

meningkatkan efektivitas hukum perlindungan anak, 

dibutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, yakni 

penguatan struktur penegakan hukum, peningkatan literasi 

hukum masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai hukum 

dalam budaya sosial setempat. 

3. Teori Maqashid As-Syari’ah 

Teori Maqashid As-Syari’ah berfungsi sebagai 

kerangka teoritis untuk menilai implementasi kebijakan 

perlindungan anak. Maqashid As-Syari’ah, atau tujuan-

tujuan syariat, menekankan pada pelestarian dan 

perlindungan lima aspek utama: jiwa (hifzh an-nafs), akal 

(hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), harta (hifzh al-mal), 

dan agama (hifzh ad-din). Dalam konteks perlindungan anak, 

fokus utama adalah pada hifzh an-nafs dan hifzh an-nasl, 

yang berkaitan dengan menjaga keselamatan dan 

kesejahteraan anak dari segala bentuk kekerasan dan 

ancaman. 

                                                           
16 Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. Jakarta: Rajawali Pers 
17 Friedman, L. M. (2001). The Legal System: A Social Science Perspective. 

New York: Russell Sage Foundation 
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Pinsip-prinsip Maqashid As-Syari’ah menjadi aspek 

penting yang harus diperhatikan, karena prinsip-prinsip ini 

saling mendukung dalam memastikan kesejahteraan dan 

keadilan dalam perlindungan hak asasi anak, serta menjamin 

bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-

nilai syariah. 

a. Hifzh an-nafs 

Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan dan 

keselamatan anak harus dikedepankan dan dilindungi 

dari kekerasan, eksploitasi, maupun bahaya fisik dan 

psikis. Penguatan sistem perlindungan, seperti sistem 

penegakan hukum dan layanan kesehatan, merupakan 

upaya konkret dalam memenuhi hak anak terhadap 

keselamatan hidup mereka.18 

b. Hifzh al-Aql  

Prinsip ini menuntut adanya pendidikan yang baik 

yang mampu mengembangkan kapasitas intelektual dan 

emosional anak. Dengan demikian, anak-anak harus 

diberikan akses pendidikan yang layak dan bebas dari 

pengaruh buruk yang dapat merusak perkembangan 

akalnya.19 

c. Hifzh an-Nasl 

Prinsip ini mengandung maksud melindungi 

keturunan dan menjaga garis keturunan agar tetap 

terpelihara dan sehat. Dalam konteks perlindungan anak, 

ini termasuk hak anak mendapatkan keturunan yang sah, 

serta perlindungan dari ancaman yang dapat merusak 

keberlangsungan generasi berikutnya.20 

 

 

                                                           
18 Mahfouz, M. 2019. Principles of Islamic Jurisprudence. New York: Oxford 

University Press, hlm. 58. 
19 Huda, Zainab. 2024. Kemaslahatan dalam Perspektif Maqashid Syariah. 

Jakarta: Pustaka Mutiara Hati, hlm. 89. 
20 Al-Qarafi. 2000. Al-Furuq al-Fiqhiyyah. Kairo: Dar al-Fikr, hlm. 135. 



 

 

13 

 

 

d. Hifzh al-Mal  

Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap 

kekayaan anak agar tidak disalahgunakan dan 

dipertahankan. Dalam konteks hak anak, ini termasuk 

perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan hak waris, 

sehingga anak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan 

masa depan mereka secara layak.21 

e. Hifzh al-Din  

Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan 

pendidikan agama yang benar dan melindungi anak dari 

penyimpangan akidah serta penyalahgunaan keyakinan. 

Dalam Islam, menegakkan dan melestarikan keimanan 

merupakan bagian dari perlindungan moral dan spiritual 

anak, yang menjadi fondasi utama dalam membangun 

karakter dan kedewasaan mereka.22 

Implementasi kebijakan perlindungan anak 

diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi 

juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid, di mana 

perlindungan fisik dan psikologis anak menjadi prioritas 

utama. Kebijakan yang baik seharusnya tidak hanya 

menjamin keamanan anak dari kekerasan, tetapi juga 

mendorong perkembangan mereka secara optimal dalam 

lingkungan yang aman dan mendukung. Jika kebijakan 

tersebut tidak memenuhi asas-asas maqashid, maka kebijakan 

tersebut dapat dianggap tidak sah secara moral, meskipun 

mungkin sah secara hukum.23 

Di sisi lain, implementasi kebijakan perlindungan 

anak yang berbasis pada maqashid juga mengedepankan 

pentingnya peran masyarakat dalam mendukung 

                                                           
21 Zainuddin, E. 2023. Maqashid As-Syari’ah: Teori dan Implementasi dalam 

Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Nusa Media, hlm. 80. 
22 Zainuddin, E. 2023. Maqashid As-Syari’ah: Teori dan Implementasi dalam 

Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Nusa Media, hlm. 72. 
23 Zainul Arifin. 2023. Maqashid As-Syari’ah: Teori dan Implementasi dalam 

Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Nusa Media. 
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perlindungan anak. Masyarakat harus dilibatkan dalam 

proses pembuatan dan penerapan kebijakan agar kebijakan 

yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan 

harapan mereka. Yang terpenting, setiap elemen masyarakat 

memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan 

melindungi anak-anak di sekitar mereka, sesuai dengan nilai-

nilai yang dikedepankan dalam maqashid.24 

Namun, untuk mencapai tujuan Maqashid As-

Syari’ah dalam perlindungan anak, tidak sedikit tantangan 

yang harus dihadapi. Latar belakang sosio-kultural yang 

berbeda, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak 

anak, dan penegakan hukum yang lemah dapat menghambat 

efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak sesuai 

prinsip maqashid. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

melakukan pendekatan pendidikan yang berkelanjutan dan 

sistematis agar semua elemen masyarakat memahami 

pentingnya peran mereka dalam upaya perlindungan anak.25 

Dengan merujuk pada teori Maqashid As-Syari’ah, 

evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak 

menjadi lebih komprehensif. Ini memberikan dasar bagi 

pengambil kebijakan dan masyarakat untuk berkolaborasi 

dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak 

bagi perkembangan anak-anak. 

F. Peneltian yang Relevan  

Untuk memahami perlindungan hak anak dalam 

perspektif Maqashid As-Syari’ah serta analisis kasus kekerasan 

terhadap anak, penting untuk mengacu pada penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian ini tidak hanya 

menggambarkan fenomena kekerasan anak tetapi juga 

                                                           
24 Rahman, M. 2023. Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid As-

Syari'ah. Jurnal Hukum dan Syariah, 9(1), 12-24. 
25 Hikmah, N. 2024. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan 

Anak: Perspektif Maqashid As-Syari’ah. Jurnal Kebijakan dan Akuntabilitas Publik, 

10(3), 65-79. 
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mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan 

perlindungan yang telah diimplementasikan. Dengan 

menganalisis hasil-hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat 

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

efektivitas perlindungan anak di Indonesia, khususnya di 

Kabupaten Pemalang. Pembahasan berikut ini akan menguraikan 

beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini. 

Berdasarkan tinjauan literatur, sejumlah penelitian telah 

dilakukan yang mengeksplorasi perlindungan hak anak dalam 

perspektif Maqashid As-Syari’ah dan analisis terhadap kekerasan 

anak di Indonesia. Salah satu penelitian oleh Fitriani, 2021. 

“Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Implementasinya di Indonesia” Maqashid As-Syari’ah 

membahas bagaimana hukum Islam berperan dalam 

perlindungan hak anak. Penelitian ini menekankan bahwa 

prinsip-prinsip Maqashid As-Syari’ah dapat memberikan 

landasan moral dan etis bagi perlindungan anak di Indonesia. 

Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa 

regulasi yang ada sejauh ini belum sepenuhnya sejalan dengan 

tujuan Maqashid As-Syari’ah yang mesti diwujudkan dalam 

penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas 

perlindungan anak dalam konteks hukum Islam. Sedangkan 

perbedaannya, penelitian ini lebih focus pada aspek implementasi 

hukum Islam secara umum di Indoneasia.26 

Studi oleh Leoni R, 2022. “Analisis Kasus Kekerasan 

terhadap Anak di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan 

Perlindungan Anak". Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 3, No. 2”. 

Yang dipublikasikan dalam Jurnal Perlindungan Anak 

menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai jeniis 

kekerasan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia serta 

menganalisis seberapa efektif kebijakan perlindungan yang ada 

                                                           
26 Fitriani, S. 2021. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Al-Maqasid, Vol. 6, No. 1. 
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saat ini. Dalam penelitiannya, Leoni menemukan adanya celah 

dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan perlindungan 

anak tidak optimal, sehingga mendorong perlunya evaluasi lebih 

lanjut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Persamaan dalam 

penelitian ini, sama-sama menganalisi kasus kekerasan terhadap 

anak dan kebijakan yang ada. Sedangkan perbedaannya, dalam 

penelitian ini memgkaji kebijakan perlindungan anak secara 

nasioanal.27 

Penelitian oleh Iskandar, 2023. “Implementasi Kebijakan 

Perlindungan Anak Berdasarkan Maqashid As-Syari’ah". Jurnal 

Hukum dan Studi Islam, Vol. 15, No. 3.” dalam Jurnal Hukum 

dan Studi Islam mengkaji implementasi kebijakan perlindungan 

anak melalui lensa maqashid as-syari’ah. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat tantangan signifikan yang dihadapi 

dalam menerapkan kebijakan ini, terutama terkait dengan 

keterlibatan masyarakat dan pemahaman terhadap hak-hak anak 

yang masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan 

yang lebih holistik agar kebijakan perlindungan anak dapat 

diimplementasikan secara maksimal. Persamaan pada penelitian 

ini, keduanya sama-sama menggunakan prinsip Maqashid As-

Syari’ah dalam analisis kebijakan perlindungan anak. Sedangkan 

perbedaannya, penelitian ini lebih umum dan menjangkau aspek 

kebijakan secara keseluruhan.28  

Penelitian berikutnya oleh Harari Y, 2022. “Peran 

Maqashid As-Syari’ah dalam Perlindungan Hak Anak di 

Indonesia". Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1.” 

yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 

menggarisbawahi pentingnya prinsip Maqashid As-Syari’ah 

dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Penelitian tersebut 

mencermati bagaimana kehadiran nilai-nilai maqashid dapat 

                                                           
27 Leoni, R. 2022. Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: 

Tinjauan Terhadap Kebijakan Perlindungan Anak. Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 3, 

No. 2. 
28 Iskandar, T. 2023. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak 

Berdasarkan Maqashid As-Syari’ah. Jurnal Hukum dan Studi Islam, Vol. 15, No. 3. 
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meningkatkan efektivitas berbagai kebijakan dan program 

perlindungan anak. Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam 

konteks lokalisasi kebijakan, sehingga tidak hanya bersifat 

normatif tetapi juga parsial dalam praktik di tingkat komunitas. 

Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya sama-sama 

mendorong integrasi Maqashid As-Syari’ah dalam pembuatan 

kebijakan perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya, 

penelitian ini lebih bersifat teoritis.29 

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Zahran L, 2024. 

“  Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Islam : Evaluasi 

Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesi”". Jurnal Hukum dan 

Syari’ah, Vol. 10, No 2. dalam Jurnal Hukum dan Syariah 

meneliti evaluasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia 

dengan acuan pada hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan 

rangkuman mengenai sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut 

sesuai dengan Maqashid As-Syari’ah, serta mengidentifikasi 

langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih inklusif. Hasil 

penelitian ini menjadi fundamental untuk memberikan nuansa 

kondisi lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang 

anak-anak di Indonesia. persamaan dalam penelitian ini yaitu 

keduanya sama-sama menilai kebijakan perlindungan anak 

dalam kontkes hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, 

penelitian ini melakukan evaluasi kebijakan secara umum.30 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini 

merupakan penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang 

menekankan pada hukum dan pengumpulan data lapangan 

untuk memahami fenomena hukum sebagaimana 

                                                           
29 Harari, Y. 2022. Peran Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Hak Anak 

di Indonesia. Jurnal  Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1. 
30 Zahran, L. 2024. Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Islam: 

Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 

10, No. 2. 
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berlangsung dalam praktik nyata. Dalam konteks ini, fokus 

penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi Undang-

Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang 

diterapkan, khususnya dalam menangani kasus kekerasan 

terhadap anak. Penelitian empiris memungkinkan peneliti 

untuk melihat secara langsung kesenjangan antara norma 

hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.31 

Penelitian empiris tidak hanya mengandalkan dokumen 

hukum sebagai objek studi, melainkan juga menggali 

informasi melalui wawancara dengan informan kunci seperti 

pejabat DINSOS KBPPPA, aktivis perlindungan anak, dan 

tokoh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini bersifat 

sosiologis yuridis, karena tidak hanya menelaah hukum 

sebagai teks, tetapi juga menelaah bagaimana hukum bekerja 

dalam masyarakat, termasuk hambatan dan dinamika sosial 

yang memengaruhi efektivitasnya.32 Penelitian jenis ini 

sangat relevan untuk mengkaji masalah perlindungan anak, 

karena isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya, 

struktur birokrasi, dan perilaku masyarakat. 

Hasil penelitian  dengan pendekatan empiris ini tidak 

hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, yakni mampu 

mengungkap faktor-faktor yang menghambat dan 

mendukung pelaksanaan perlindungan anak. Di sisi lain, 

pendekatan ini juga memberikan gambaran konkret 

mengenai keterlibatan masyarakat dan kelembagaan negara 

dalam menjamin hak-hak anak, sesuai dengan prinsip 

Maqashid As-Syari’ah yang menjadi kerangka evaluatif 

dalam penelitian ini. Maka, penelitian empiris menjadi 

pilihan metodologis yang tepat untuk mengevaluasi sejauh 

mana kebijakan yang ada benar-benar membawa 

kemaslahatan bagi anak-anak di Pemalang. 

                                                           
31 Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. 
32 Mukti Fajar, N. & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
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2. Pendekatan Penelitian  

Pada Penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk menganalisis kekerasan terhadap 

anak di Kabupaten Pemalang. Pendekatan kualitatif 

deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk 

memahami fakta dan fenomena secara mendalam melalui 

data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Metode ini 

digunakan dalam penelitian tentang kekerasan terhadap anak 

karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan 

gambaran lengkap tentang kondisi sosial, budaya, dan 

ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Melalui 

teknik wawancara mendalam, observasi, serta studi 

dokumen, data yang diperoleh dapat memberikan 

pemahaman yang holistik tentang faktor-faktor yang 

berperan dan bentuk kekerasan yang dialami anak-anak di 

Kabupaten Pemalang.33 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi pengalaman langsung dan perspektif dari 

anak-anak sebagai korban, orang tua, serta pihak terkait 

seperti sekolah dan aparat perlindungan anak. Memahami 

narasi dari berbagai pihak ini sangat penting untuk 

mendapatkan gambaran kontekstual, termasuk norma sosial 

dan budaya yang mungkin memengaruhi sikap masyarakat 

terhadap kekerasan. Selain itu, pendekatan ini juga 

membantu mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan 

dan implementasi yang selama ini belum maksimal 

melindungi hak anak dari kekerasan.34 

pendekatan kualitatif deskriptif berfungsi untuk 

mengumpulkan data yang kaya dan mendetail, sehingga 

mampu menunjukkan gambaran nyata tentang faktor sosial, 

                                                           
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2021), hlm. 65. 
34 Creswell, J. W., & Poth, C. N., Qualitative Inquiry and Research Design: 

Choosing Among Five Approaches (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022), hlm. 

156 
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budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kekerasan serta 

kebiasaan masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap 

anak. Data ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk 

menemukan pola dan indikator yang dapat digunakan dalam 

merumuskan strategi pencegahan dan perlindungan yang 

efektif dan tepat sasaran.35 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang, Jawa 

Tengah, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena memiliki angka 

peningkatan yang cukup tinggi dari tahun per tahun terkait 

kekerasan terhadap anak. Fokus utama penelitian ini adalah 

pada lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan 

perempuan dan anak, termasuk Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang bertugas 

mengkoordinar program-program perlindungan hak anak. 

Selain itu, instansi pemerintah terkait seperti Kepolisian, 

yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, Kantor 

Urusan Agama (KUA) yang mengatur aspek keagamaan dan 

pernikahan, serta Pengadilan Agama yang menangani 

perkara hukum yang melibatkan anak juga menjadi fokus 

analisis. Di samping itu, penelitian ini juga mencakup 

komunitas lokal yang aktif dalam advokasi perlindungan 

anak, yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran 

dan dukungan masyarakat terhadap perlindungan hak anak. 

Dengan melibatkan berbagai pihak ini, penelitian diharapkan 

dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya 

dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak-anak di 

Kabupaten Pemalang. 

4. Sumber Data  

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data sebagai 

berikut: 

 

                                                           
35 Hidayati, R. 2024. Dampak Kebijakan Publik terhadap Perlindungan Anak: 

Pendekatan Teori Ekologi.Jurnal Hukum dan Sosial 8, no. 3: 201-215 
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a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber (informan) utama (asli).36 

Yang mana sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah pejabat dari DP3A Kabupaten Pemalang, aktivis 

perlindungan anak dari LSM, apparat penegak hukum 

(kepolisian, pengadilan agama), tokoh agama yang 

berperan dalam edukasi dan perlindungan anak, keluarga 

atau korban yang bersedia berbagai pengalaman. 

Kemudian, observasi terhadap implementasi lebijakan 

perlindungan anak di lingkungan masyarakat. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh 

dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan telah 

dikumpulkan serta diproses oleh pihak lain. Data ini 

mencakup informasi yang diambil dari dokumen, 

laporan, buku, artikel, statistik, dan database yang telah 

diterbitkan. Data sekunder sering digunakan untuk 

melakukan analisis, membandingkan data, atau sebagai 

latar belakang penelitian yang sedang dilakukan.37 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan oleh dua orang 

atau lebih dengan bertatap muka dan atau mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan yang disampaikan.38 Dalam praktiknya, 

                                                           
36 Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89 
3737 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2021). 
38 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 83. 
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wawancara yang merupakan langkah penggalian data 

primer pada informan atau responden ini dapat dilakukan 

secara langsung (face to face) maupun tidak langsung 

yaitu melalui telepon, ataupun surat (wawancara tertulis). 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel secara selektif berdasarkan pertimbangan 

tertentu, seperti pengalaman, pengetahuan, dan 

keterlibatan langsung narasumber dalam perlindungan 

anak. Tujuan utama dari purposive sampling adalah untuk 

memperoleh data yang relevan dan mendalam dari tokoh-

tokoh yang memiliki peran penting dalam komunitas, 

sehingga data yang dihasilkan dapat memberikan 

gambaran yang akurat tentang kondisi dan praktik 

perlindungan anak di lapangan.39 

Selanjutnya, teknik representasi digunakan untuk 

memastikan bahwa narasumber yang dipilih representatif 

dan mampu mewakili kelompok tertentu yang memiliki 

peran penting dalam perlindungan anak. Dalam konteks 

ini, tokoh Dharmawanita, Ibu-ibu PKK, serta tokoh 

masyarakat yang aktif dan berkecimpung dalam program 

perlindungan anak menjadi fokus utama. Pemilihan 

tokoh-tokoh ini didasarkan pada pengetahuan mereka 

yang luas dan pengalaman langsung selama terlibat dalam 

kegiatan maupun kebijakan perlindungan anak. Dengan 

demikian, data yang dikumpulkan mampu 

merepresentasikan berbagai perspektif dan praktik yang 

berlangsung di komunitas, serta memberikan gambaran 

yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perlindungan anak.40 

 

                                                           
39 Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta, hlm. 211 
40 Moleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm. 158. 
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b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan data yang dihimpun 

berupa tulisan, atau foto, dan video.41 Yang mana 

dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan 

sebagai bukti atas observasi yang dilakukan dan 

wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) 

bahwa penelitian ini adalah benar dilakukan, bukan hasil 

plagiasi, manipulasi atau bahkan hoax. 

c. Observasi  

Menurut Guba dan Lincoln (1981) obervasi 

adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan pancaindra 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hasil yang 

diperoleh dari observasi biasanya meliputi, aktivitas, 

kejadian, peristiwa, atau kondisi tertentu. Yang dalam 

penelitian ini fokus pengamatannya adalah terhadap 

implementasi kebijakan perlindungan anak di lingkungan 

masyarakat. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses yang sangat penting 

untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Adapun 

dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis-interaktif (interactive analysis),42 yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan gejala-gejala dan fakta-fakta yang 

ada di lapangan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses merangkum, 

yaitu dengan memilah hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan serta penyedehanaan data yang ada agar 

diperoleh gambaran atau pola yang jelas dan sesuai 

dengan fokus penelitian yang dilakukan. Dalam langkah 

                                                           
41 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, 

(Jakarta:BumiAksara, 2006), hlm. 176. 
42 B. Mathew Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku 

tentang Sumber Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20. 
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ini penulis merangkum segala data yang didapat selama 

penelitian dilapangan yang masih bersifat umum dan 

acak menjadi data yang mudah dipahami. Yakni dengan 

membuat kalimat dengan paragraf penuh atau dengan 

membuat tabel dan atau transkrip dari hasil wawancara 

dengan informan. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, dan hubungan antarkategori. 

Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian 

kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dalam 

penelitian ini, data yang akan disajikan adalah hasil dari 

reduksi data wawancara. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif 

berdasarkan data-data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang telah di olah yang 

kemudian akan dihasilkan gambaran yang jelas 

mengenai temuan penelitian berdasarkan teori yang 

digunakan, terutama dalam perspektif Maqashid As-

Syari’ah. 

7. Keabsahan Data  

Keabsahan data yang diperoleh dilakukan guna 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar 

merupakan penelitian ilmiah kendati demikian sekaligus 

untuk menguji ke absahan data yang diperoleh dalam proses 

pencarian data.  

Menurut William Wiersma, triangulasi data diartikan 

sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi, beberapa diantaranya yaitu :   
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a. Triangulasi Sumber  

Pengecekan data dengan membandingkan 

jawaban dari pandangan yang berbeda melalui beberapa 

informan.  

b. Triangulasi Metode  

Triangulasi Metode adalah teknik dalam 

penelitian yang mengkombinasikan lebih dari satu 

metode pengumpulan data atau sumber informasi untuk 

meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian. 

Dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen, 

triangulasi membantu meminimalkan bias dan 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang 

fenomena yang diteliti.43 

c. Member Checking  

Member Checking adalah metode dalam 

penelitian kualitatif yang melibatkan partisipan untuk 

memverifikasi dan memberikan umpan balik tentang 

data, temuan, atau analisis yang telah dibuat oleh 

peneliti.44 

H. Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan 

tujuan agar pembahasan penelitian tersusun secara sistemaris, 

adapaun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan : bab ini menjelaskan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III,  

Teori Maqashid As-Syari’ah danTeori Efektivitas Hukum : 

                                                           
43 Creswell, J. W., & Poth, C. N., Qualitative Inquiry and Research Design: 

Choosing Among Five Approaches (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022). 
44 Creswell, J. W., & Poth, C. N., Qualitative Inquiry and Research Design: 

Choosing Among Five Approaches (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022). 
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bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

meliputi, Konsep Kekerasan Perlindungan Hak Anak, Konsep 

Kekerasan Anak dan Penyebabnya, Maqashid As-Syari’ah dalam 

Perlindungan Anak dan Teori Efektivitas Hukum.  

Bab III Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di 

Kabupaten Pemalang : bab ini menjelaskan metode 

pengumpulan data serta gambaran umum objek penelitian yang 

membahas tentang gambaran umum Kabupaten Pemalang, 

Gambaran Umum UPTD PPA di Kabupaten Pemalang dan data 

kekerasan terhadap anak. 

Bab IV Analisis Implementasi Perlindungan Anak di 

Kabupaten Pemalang : bab ini menjelaskan data berdasarkan 

rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan, yang 

membahas analisis implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 

2014 tentang  perlindungan  anak ,analisis Maqashid As-Syari’ah 

terhadap perlindungan anak. 

Bab V Penutup : bab ini menjelaskan ringkasan hasil penelitian 

yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berupa  

kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi 

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan anak 

di Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan dua hal pokok 

sebagai berikut: 

1. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang masih 

menghadapi sejumlah kendala serius. Meskipun regulasi 

telah tersedia dan lembaga-lembaga perlindungan anak 

seperti UPTD PPA, PUSPAGA, serta Dinsos KBPP telah 

beroperasi, namun efektivitasnya belum maksimal. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, 

anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta 

minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan 

anak. 

2. Dalam perspektif Maqashid Asy-Syari’ah, implementasi 

perlindungan anak di Kabupaten Pemalang belum 

sepenuhnya memenuhi lima prinsip utama maqashid. Di 

Kabupaten Pemalang, perlindungan anak masih menghadapi 

berbagai tantangan serius. Banyak anak menjadi korban 

kekerasan fisik dan psikis yang mengancam keselamatan 

jiwa mereka, menunjukkan belum optimalnya perlindungan 

terhadap hifzh an-nafs. Lingkungan tempat tumbuh kembang 

anak pun belum sepenuhnya aman, seperti kasus kekerasan 

dalam keluarga yang memaksa korban diungsikan ke rumah 

aman, yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap 

hifzh an-nasl. Akses pendidikan dan pembinaan moral juga 

belum merata ke seluruh wilayah, sehingga perlindungan 

akal  atau hifzh al-‘aql belum maksimal. Selain itu, 

pembinaan nilai keagamaan untuk anak di lingkungan rentan 

kekerasan masih minim, menunjukkan lemahnya 

implementasi hifzh ad-din. Fakta-fakta ini mencerminkan 
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bahwa perlindungan anak di Pemalang belum sepenuhnya 

selaras dengan tujuan utama Maqashid Asy-Syari’ah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

perlindungan anak belum sejalan sepenuhnya dengan prinsip-

prinsip syariat Islam, baik dari aspek substansi, struktur, maupun 

budaya hukum masyarakat. Perlindungan anak tidak hanya 

memerlukan aturan hukum yang kuat, tetapi juga partisipasi aktif 

masyarakat dan integrasi nilai-nilai Islam sebagai dasar moral 

kolektif. 

B. Saran 

Sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan 

implementasi perlindungan anak di Kabupaten Pemalang, 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu 

meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk 

program perlindungan anak, serta memperkuat koordinasi 

antar instansi terkait guna mempercepat penanganan kasus 

kekerasan anak. 

2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus 

dilakukan secara intensif dan menyeluruh, agar masyarakat 

memahami pentingnya perlindungan anak dan tidak lagi 

mentolerir kekerasan sebagai bagian dari pola asuh. 

3. integrasi nilai-nilai Maqashid Asy-Syari’ah perlu 

dimasukkan dalam setiap kebijakan dan program 

perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja 

sama antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga 

pendidikan dalam membina akhlak serta kesadaran hukum 

masyarakat. 

4. Lembaga pendidikan dan keluarga sebagai lingkungan 

terdekat anak, harus menjadi garda terdepan dalam 

mencegah kekerasan. Sekolah perlu memiliki kurikulum dan 

sistem pelaporan yang responsif terhadap kasus kekerasan, 

sedangkan keluarga perlu dibina dalam penerapan pola asuh 

positif. 
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5. Lembaga bantuan hukum dan tokoh masyarakat diharapkan 

aktif mengadvokasi dan menjadi mitra strategis pemerintah 

dalam pengawasan serta pemberdayaan masyarakat terkait 

hak-hak anak. 
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